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Abstrak: Dalam konteks kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh organisasi teroris seperti
ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), tantangan terbesar bagi masyarakat internasional adalah
bagaimana menanggulangi ancaman tersebut demi memelihara perdamaian dan keamanan dunia.
Artikel ini menyajikan analisis tentang kejahatan yang dilakukan oleh ISIS, termasuk pola
serangan, target, dan dampaknya terhadap masyarakat, serta pentingnya penegakan hukum
internasional, seperti Statuta Roma 1998, dalam menangani kejahatan semacam itu.

Kata Kunci: ISIS, Kejahatan Kemanusiaan, Penegakan Hukum Internasional.
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PENDAHULUAN

“Masyarakat merupakan suatu perkumpulan individu yang memiliki karakter, latar
belakang, adat istiadat serta budaya yang berbeda, sehingga dapat dikatakan banyaknya
orang tersebut telah dipertemukan dan dipersatukan dengan ikatan bersama, kebudayaan
mereka yang bertaut kembali dalam suatu warisan bersama. Namun apabila ditelaah lebih
lanjut, mosaic yang terbentuk ini pada dasarnya dapat rapuh dan hancur setiap saat.”

“Hal tersebut disebabkan dari banyaknya peristiwa yang dapat merusak keamanan
dan ketertiban dunia, dibuktikan dari melihat abad sebelumnya, terdapat berjuta-juta anak,
perempuan, dan laki-laki telah menjadi korban kekejaman tak terbayangkan yang sangat
mengguncang nurani kemanusiaan. Peristiwa tersebut diakui bahwa kejahatan yang sangat
keji tersebut mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia. Menegaskan
bahwa kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara
keseluruhan tidak boleh dibiarkan atau diabaikan begitu saja dengan jangka waktu yang
lama maupun sebentar.”

Sehingga untuk menanggulangi permasalahan yang ada tersebut, dunia telah
menyiapkan sanski yakni dengan adanya penuntutan mereka secara efektif yang harus
dijamin dengan mengambil langkah-langkah di tingkat nasional dan dengan memajukan
kerja sama internasional, sebagaimana pembukaan Statuta Roma 1998. Dalam realita yang
terjadi di dunia saat ini, banyak sekali ditemukan pembunuhan massal yang sering
dilakukan terhadap penduduk sipil oleh pemberontak atau kaum yang dipersenjatai.
Masyarakat atau sekelompok orang-orang yang dalam hukum internasional terdiri atas
kelompok insurgent dan kelompok belligerent.

Definisi Insurgent adalah kelompok masyarakat yang dipersenjatai, dan belum
terorganisasi karena kaum ini belum mempunyai wilayah dan pemimpin, kaum ini bukan
termasuk subyek hukum internasional. Sedangkan belligerent adalah kelompok bersenjata
yang sudah diakui sebagai subyek hukum intensional karena telah terorganisasi.
Kebanyakan kaum belligerent telah memiliki ketua atau pemimpinnya masing-masing,
mereka juga memiliki wilayah yang dikuasai dan juga pasukan sendiri.

“Kaum atau golongan belligerent telah diakui oleh hukum internasional sebagai
subyek hukum internasional, yang berarti posisinnya disejajarkan dengan subjek hukum
internasional yang lain salah satu di antaranya adalah negara. Pengaturan mengenai
kelompok belligerent yang melakukan kejahatan kemanusiaan pada dasarnya telah diatur
dalam Statuta Roma 1998, sebagaimana dalam Mukadimah Statuta Roma 1998 yang
enjelaskan bahwa: “kejahatan yang sangat keji tersebut mengancam perdamaian,
keamanan dan kesejahteraan dunia, menegaskan bahwa kejahatan paling serius yang
menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan tidak boleh dibiarkan tak
dihukum dan bahwa penuntutan mereka secara efektif harus dijamin dengan mengambil
langkah-langkah di tingkat nasional dan dengan memajukan kerja sama internasional”.”

Kerjasama internasional yang terjadi antar negara-negara ini memberikan makna dan
kewajiban bagi tiap-tiap negara didalamnya supaya dapat melaksanakan jurisdiksi
pidananya terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional. Hal
tersebut sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang tertera dalam Piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa atau PBB, dan pada Khususya bahwa semua negara harus menghindarkan
diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau
kemerdekaan politik suatu negara lain, atau dengan suatu cara lain yang tidak sesuai
dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Keterkaitan antara kedua hal di atas dijelaskan bahwa: “sejatinya tidak ada satu
ketentuan pun dalam Statuta ini dianggap sebagai member wewenang kepada suatu
Negara Pihak untuk campur tangan dalam suatu sengketa bersenjata yang merupakan
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urusan dalam negeri suatu negara”.

Di dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, negara anggota Khususnya untuk
ikut serta memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan seperti:
Pertama, mengadakan tindakan-lindakan bersama yang tepat untuk mencega dan
melenyapkan ancaman-ancaman bagi perdamaian. Kedua, mengadakan tindakan-tindakan
penserangan ataupun tindakan lainnya yang mengganggu perdamaian. Ketiga, akan
menyelesaikannya dengan jalan damai dan sesuai dengan azas-azas keadilan dan hukum
internasional. Keempat, mengatur atau men yelesikan pertikaian-pertikaian internasional
atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.

“Kelima, memajukan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan
penghargaan atas azas-azas, persamaan baik dan hak bangsa-bangsa untuk menentukan
nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang tepat untuk memperteguh
perdamaian dunia. Keenam, mewujudkan Kerjasama internasional dalam memecahkan
persoalan-persoalan internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang
bersifat kemanusiaan, dan berusaha seta menganjurkan adanya penghargaan terhadap hak-
hak manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua ummat manusia tanpa
membedakan bangsa-bangsa, jenis, bahasa, atau agama; dan terakhir yakni keenam
menjadi pusat bagi menyelaraskan segala tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam
mencapai tujuan- tujuan bersama tersebut.”

Perdamaian dan keamanan internasional perlu dijaga dari kemungkinan adanya
suatu kejahatan kemanusiaan, dan disepakati untuk menanggulangi kejahatan kemanusiaan
dengan diterbitkannya Statuta Roma 1998. Di dalam Statuta Roma 1998 termasuk
kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam pasal 7 Statuta Roma 1998 sebagai berikut:
Untuk keperluan Statuta ini, "kejahatan terhadap kemanusiaan™ berarti salah satu dari
perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau
sistematik yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dan kelompok
penduduk sipil tersebut mengetahui akan terjadinya serangan yakni pembunuhan dan
pemusnahan serta bentuk kejahatan lain.

Agar memenuhi unsur-unsur dalam Pasla tersebut, maka serangan yang ditujukan
terhadap suatu kelompok penduduk sipil berarti serangkaian perbuatan yang mencakup
pelaksanaan berganda dari perbuatan yang dimaksud dalam ayat 1 terhadap Kelompok
penduduk sipil, sesuai dengan atau sebagai kelanjutan dari kebijakan Negara atau
organisasi untuk melakukan serangan tersebut.

Akhir-akhir ini negara-negara didunia dikejutkan oleh sekelompok orang yang
menamakan dirinya sebagai suatu kelompok radikal yang menamakan dirinya sebagai
Negara Islamic State of Iraq and Syria atau I1SIS dan Negara Islam Irak dan Levant atau
dalam bahasa Inggris Islamic State of Iraq and the Levant atau dengan singkatan ISIL.
Dalam kasus ini ISIS dan ISIL dikenal sebagai kelompok militant jihad yang tidak diakui
di Irak dan Suriah.

“Menurut fakta yang ada, kelompok ini dalam bentuk aslinya terdiri dari dan
mendapat dukungan dari banyak atau berbagai kelompok pemberontak Sunni, termasuk
organisasi- organisasi pendahulunya seperti Dewan Syura Mujahidin dan Al-Qaeda di Irak
atau yang disingkat AQD. termasuk kelompok pemberontak Jaysh al-Fatiheen, Jund al-
Sahaba, Katbiyan Ansar Al-Tawhid wal Sunnah dan Jeish al- Taiifa al-Mansoura, dan
sejumlah suku Irak yang mengaku Sunni ISIS dikenal karena memiliki interpretasi atau
tafsir yang keras pada Islam dan Kekerasan brutal seperti bom bunuh diri, dan menjarah
bank.”
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“Diketahui setelah berdiri, ISIS memiliki targetnya masing-masing yakni utamanya
adalah kaum atau golongan Muslim Syiah dan Kristen. Target ini telah dibuktikan dengan
banyaknya korban jiwa dari kejadian pemberontakan yang terjadi di Irak dan Suriah yang
telah menewaskan ribuan orang. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini telah
menyebutkan lebih dari 3.000 warga Irak yang mayoritas warga sipil tewas sepanjang Juni
tahun 2014 lalu dan jumlah korban tewas ini merupakan jumlah terbanyak atau terburuk
dari aksi kekerasan di Irak dalam beberapa tahun terakhir.”

Aksi Negara Islam Irak dan Suriah ini telah menyebabkan tak kurang dari 30.000
warga kota kecil di timur Suriah harus mengungsi ke negeri lain, kehilangan keluarganya,
kehilangan rumahnya hingga Hak Asasi yang harusnya melekat pada dirinya menjadi
terampas. Diketahui, tokoh Sentral di Balik Militan ISIS adalah Abu Bakar al-Baghdadi.
Di bawah kepemimpinannya, ISIS menyatakan diri untuk bergabung dengan Front Al
Nusra, Kelompok yang menyatakan diri sebagai satu-satunya afiliasi Al-Qaidahdi Suriah.

“Menurut kronologi yang ada, ISIS di bawa pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi.
Tersebut telah menguasai 50% wilayah suriah, diantaranya kota Tadmur yang merupakan
wilayah penting bagi ISIS hal tersebut disebabkan karena ada ladang gas yang besar
disana. Kota-kota yang berada di bawah naungan ISIS ini relative stabil apalagi setelah
ISIS mampu mengambil alih sejumlah kota penting di Irak, seperti Mosul di Tikrit, karena
menguasai kota-kota di kedua sisi perbatasan Suriah-Irak, maka pasukan ISIS dengan
cepatnya mampu memindahkan senjata yang disita dari Mosul ke Suriah, yang mana
senjata itu seperti senapan, rudal dan aminisi. Adanya peningkatan tersebut, diperkirakan
jumlah ISIS mencapai kurang lebih 200.00 orang.”

“Adanya jumlah tersebut mengakibatkan ancaman yang besar bagi perdamaian
dunia, salah satunya dibuktikan dengan hadirnya ISIS di Libiya yang menjadi ancaman
baru untuk negara Timur Tengah. Kasus ini terus berkembang, sebagaimana menurut data
ISIS telah memerkosa lebih dari 60 gadis di kota Al-Karmah provinsi Al-Anbar. Tidak
hanya itu saja, ISIS juga berusaha membunuh gadis-gadis yang berusaha melawan
pemerkosaan. Sehingga ISIS juga melakukan pemenggalan kepada yakni 700 warga
Sheitat karena tolak baiat.”

Adanya kasus tersebut terbukti bahwa kejahatan berat didunia masih ada dan
kejahatan tersebut dilakukan oleh organisasi ISIS termasuk kejahatan paling serius yang
menjadi perhatian masyarakat internasional, sehingga pelakunya patut untuk dihukum,
dapatkan ketentuan dalam Statuta Roma 1998.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dapat digunakan untuk menganalisis perbuatan pimpinan
Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) beserta kelompoknya ditinjau dari Statuta Roma
1998 dapat mencakup pendekatan kualitatif dan analisis hukum internasional. Berikut
adalah rincian metode penelitian yang dapat diterapkan:
Pendekatan Kualitatif:

1. Analisis Dokumen: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum
internasional terkait, termasuk Statuta Roma 1998, konvensi dan perjanjian
internasional, serta dokumen-dokumen terkait ISIS dan konflik di wilayah tersebut.

2. Wawancara: Melakukan wawancara dengan pakar hukum internasional, diplomat,
atau praktisi hukum yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu tersebut untuk
mendapatkan wawasan yang lebih luas.

3. Analisis Konten: Menganalisis konten berita, laporan, dan publikasi terkait ISIS untuk
memahami tindakan dan pernyataan yang terkait dengan hukum internasional.
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Analisis Hukum Internasional:

1. Analisis Statuta Roma 1998: Menganalisis Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma 1998 serta
ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya yang relevan untuk menilai apakah
tindakan ISIS dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.

2. Perbandingan Hukum: Membandingkan tindakan ISIS dengan ketentuan-ketentuan
hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap korban perang, hak asasi
manusia, dan hukum kemanusiaan lainnya.

3. Penafsiran Hukum: Menafsirkan hukum internasional untuk mengidentifikasi
kewajiban dan tanggung jawab hukum yang relevan bagi individu dan kelompok
seperti ISIS.

Kajian Kasus:

1. Studi Kasus ISIS: Mengidentifikasi dan menganalisis kasus-kasus konkret yang
melibatkan tindakan ISIS dan menilai apakah tindakan tersebut melanggar ketentuan-
ketentuan hukum internasional.

2. Perbandingan dengan Kasus Serupa: Membandingkan tindakan ISIS dengan kasus-
kasus serupa di masa lalu yang telah diputuskan oleh pengadilan internasional atau
mekanisme penyelesaian sengketa internasional lainnya.

Analisis Faktual:

1. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data dan informasi faktual tentang tindakan dan
kegiatan ISIS, termasuk laporan tentang serangan, pelanggaran hak asasi manusia, dan
kejahatan yang diduga dilakukan oleh kelompok tersebut.

Verifikasi Fakta: Memverifikasi kebenaran dan keakuratan data yang diperoleh dari
berbagai sumber, termasuk laporan media, organisasi kemanusiaan, dan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Perbuatan Pimpinan Islamic State Of Irag And Syria Beserta Kelompoknya
Ditinjau Dari Statuta Roma 1998

“Belligerent adalah kelompok bersenjata yang sudah diakui sebagai subjek hukum
intensional karena telah terorganisasi. Kaum belligerent sudah mempunyai ketua atau
pemimpin, mereka juga mempunyai wilayah yang dikuasai dan juga pasukan sendiri.
Kaum belligerent telah diakui oleh hukum internasional sebagai subyek hukum
internasional, yang berarti posisinga disejajarkan dengan subyek hukum internasional
yang lain salah satu di antaranya adalah negara.”

“Apabila kelompok tersebut telah memenuhi empat unsur tertentu maka kelompok
itu dapat disebut sebagai kaum belligerent, unsur-unsur tersebut Yaitu: Kaum
pemberontak itu harus terorganisasikan secara rapi dan teratur di bawah pemimpinnya
yang jelas; Kaum pemberontak itu harus menggunakan tanda pengenal yang jelas
menunjukkan identitasnya.”

“Kaum pemberontak itu harus sudah menguasai sebagian wilayah secara efektif
sehingga benar-benar wilayah itu berada di bawah kekuasaannya pemberontak itu harus
mendapat dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya itu. Mengenai unsur-unsur
sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kelompok menjadi kuat apabila
kelompok tersebut menguasai beberapa wilayah dalam suatu negara, menjalankan
pemerintahan yang teratur sebagai tandingan terhadap pemerintahan yang berkuasa,
mentaati peraturan hukum perang dan mampu serta bersedia melindungi warga negara
asing dan harta bendanya.”

Dengan posisi yang kuat diharapkan dapat memperoleh pengakuan dari negara lain.
ISIS di bawah pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi, telah menguasai wilayah di antaranya
50% wilayah Suriah, di antaranya Kota Tadmur merupakan wilayah penting sekali bagi
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ISIS, beberapa kota penting di Irak, seperti Mosul di Tikrit, wilayah perbatasan Suriah-
Irak, pasukan ISIS dengan cepat mampu memindahkan senjata yang disita dari Mosul ke
Suriah. Isis mempunyai pasukan atau Militan ISIS.

Diperkirakan Capai 200.000 Orang dan pakaian kebesaran militer, sehingga Isis
dapat digolongkan sebagai kaum billegerensi, kaum in secara internasional telah diakui
keberadaannya. Sengketa internasional adalah pertikaian menggunakan
senjata,"pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata masing-
masing pihak dengan tujuan menundukkan lawan dan menetapkan persyaratan perdamaian
secara sepihak™,

Mengenai pertentangan yang disertai dengan penggunaan kekerasan angkatan
bersenjata disebut juga dengan sengketa internasional (international disputes) mencakup
bukan saja sengketa-sengketa antar negara-negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang
berada dalam lingkup pengaturan internasional, yakni berupa katagori sengketa tertentu
antar negara di satu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan
bukan negara di pihak lain.

ISIS eksistensinya secara hukum internasional diakui. Dengan kelengkapan
persenjataan berupa humvee, senapan, rudal, dan amunisi, jelas menambah kemampuan
tempur gerilyawan ISIS. Sebagaimana dikutip dari Berita, London, ternyata ISIS belum
puas menduduki Irak dan Suriah. ISIS memiliki harapan lain yakni membawa impiannya
ke Eropa dan, akhirnya, ke seluruh dunia. Abu Bakar al-Baghdadi, yang mengangkat dirin
ya sendiri sebagai pemimpin Daulah Islamiyah yang membentang di Irak dan Suriah,
berjanji akan memimpin pendudukan Roma dan mengajak kaum muslim untuk migrasi ke
"negara’nya dan untuk berjuang di seluruh dunia di bawah naungannya.

Hal ini berarti bahwa dalam mengembangkan wilayah kekuasaannya tersebut
bertempur melawan pasukan negara setempat. sehingga unsur sengketa atau perselisihan
internasional telah dipenuhi. Di dalam perang atau persengketaan dikenal adanya ius
bellum berarti hukur menjelang perang dan lus ad bellun" dengan demikian adalah
kumpulan ketentuan hukum yang mengatur hak negara untuk berperang. "bellum justum”
dan perang.

Negara yang memulai pertikaian bersenjata tampa pernyataan perang atau ultimatum
terlebih dahulu melakukan pelanggaran hukum internasional. Isis yang memulai
melakukan penyerangan terhadap sebagian wilayah negara tampa pernyataan perang atau
ultimatum terlebih dahulu, sehingga dapat dikatakan bahwa ISIS telah melakukan
pelanggaran atau kejahatan hukum internasional.

Kondisi yang demikian ini ISIS tidak mendapatkan hak-hak tertentu yang diberikan
hukum internasional. lus in bello adalah hukum yang berlaku di dalam perang mencakup
ketentuan- ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar negara yang bertikai satu
sama lain, hubungan antar negara yang bertikai dan negara netral, cara dan sarana perang,
perlindungan korban perang dan peradilan pelanggaran hukum perang. Meskipun ISIS
bukan merupakan suatu negara melainkan pemberontak yang menurut hukum
internasional telah diakui.

Analisis Penyelesaian Dalam Menghadapi Kejahatan Serius Yang Dilakukan Oleh
Islamic State Of Irag And Syria

“Penyelesaian sebagaimana tersebut di atas dikategorikan sebagai cara-cara
penyelesaian paksa atau kekerasan, yang berarti kedua belah pihak yang bertikai "tidak
mencapai  kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka secara
persahabatan, maka cara pemecahan vang mungkin adalah melalui cara-cara kekerasan".
Dalam kasus ini, penyelesaian peperangan melawan ISIS sejatinya dapat dilakukan secara

40



Irfan, dkk. Bentuk Tanggung Jawab Dari Peristiwa Islamic State Of Iraq And Syria Ditinjau Dari Statuta Roma 1998

kekerasan. karena ISIS dalam melakukan serangan tidak sesuai dengan ketentuan-
ketentuan hukum internasional. Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut dapat
dikatakan bahwa tindakan ISIS yang melakukan penyerangan di wilayah-wilayah Syria,
Irag. Turki dan lain sebagainnya dilakukan melanggar hukum internasional, karena
serangan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum
internasional.”

Kaitannya dengan kejahatan perang. bahwa kejahatan perag adalah tindakan
pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau
beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat
perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan
perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara, belum tentu bisa
dianggap kejahatan perang.

Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah
ditentukan oleh hukum perang. dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma
prosedur dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan
bendera putih, atau sebaliknya, menggunakan bendera perdamaian itu sebagai taktik
perang untuk mengecoh pihak lawan sebelum menyerang.

ISIS yang melakukan penyerangan mengakibatkan terbunuhnya 21 orang Kristen
Mesir, anak disalib hingga dikubur hidup-hidup, pasukan ISIS memerkosa lebih dari 60
gadis di kota al-Karmah, provinsi al-Anbar, pasukan ISIS juga telah membumuh anggota
keluarga para gadis tersebut karena berusaha melawan pemerkosaan. Perang berarti alanya
pembunuhan besar-besaran dan sering teriadi kekejaman-kekejaman. Ini hanya merupakan
salah satu bentuk perwujudan dari naluri untuk mempertahankan diri, yang berlaku baik
dalam pergaulan antar maupun dalam pergaulan antar bangsa. Sebagai upaya untuk
memberikan suatu batasan dan perlindungan akibat korban perang. maka disusunlah
hukum memberikan perlindungan kepada korban perang.

Mengenai hukum memberikan perlindungan kepada korban perang terdapat banyak
istilah. Istilah yang dimaksud adalah intemational humanitarian Law (selanjutnya
disingkat hukum humaniter) atau hukum internasional humaniter. Istilah hukum humaniter
adalah suatu istilah yang masih relatif baru di Indonesia, sebab selama ini orang hanya
mengenal hukum perang (law of war), dan oleh karena itu tidak mengherankan apabila
khalayak ramai belum mengenanya.

Korban yang dibunuh, diperkosa dan tindakan lain yang dilakukan oleh pasukan
ISIS tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional, sehingga dapat
dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran hukum internasional. Sehubungan dengan
subjek hukum internasional awalnya hanya mengatur hubungan antar negara oleh karena
itu individu tidak dapat dianggap sebagai subyek hukum internasional.

Apabila dikaitkan dengan eksistensi ISIS sebagaimana telah dikemukakan
sebelumnya adalah bukan suatu negara, sehingga bukan perang atau bentuk lainnya antar
negara, melainkan suatu kelompok atau disebut juga den gan individu pemimpin ISIS
yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi Selaku Pemimpin Islamic State Of Irag And Syria, selaku
pribadi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum internasional atas dasar telah
melakukan kejahatan kemnusiaan.

Pelanggaran hak-hak dasar kemanusiaan dikualifikasikan kejahatan kemanusiaan.
Kejahatan kemanusiaan diatur dalam Statuta Roma 1998, yang mengklasifikasi sebagai
kejahatan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (I) Statuta Roma 1998,
bahwa untuk keperluan Statuta ini, "kejahatan terhadap kemanusiaan” berarti salah satu
dari perbuatan berikut in apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau
sistematik yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dan kelompok
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penduduk sipil tersebut mengetahui akan terjadinya serangan itu:

(@) “Pembunuhan;

(b) Pemusnahan:

(c) Perbudakan:

(d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk:

(e) Pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-
aturan dasar hukum internasional:

(f) Penyiksaan;

(g) Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan
sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;

(h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat didentifikasi atau kolektivitas atas
dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam
ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan
berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang
dimaksud dalam ayat in atau setiap kejahatan yang berada dalam jurisdiksi
Mahkamah;

(i) Penghilangan paksa;

(1) Kejahatan apartheid;

(K) Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja mengebabkan
penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik”.

Tindakan ISIS yang membunuh 21 orang Kristen Mesir, anak disalib hingga dikubur
hidup-hidup. pasukan ISIS memerkosa lebih dari 60 gadis di kota al-Karmah, provinsi al-
Anbar, pasukan ISIS juga telah membunuh anggota keluarga para gadis tersebut karena
berusaha melawan pemerkosaan, jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar Statura
Roma sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma 1998.

Statuta Roma 1998 merupakan bagian dari hukum pidana internasional, dengan
mempertimbangkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 7 Statuta Roma 1998 adalah salah satu di antara kejahatan paling serius
terhadap keberadaan komunitas internasional sebagai suatu keseluruhan, menjamin
sekaligus memprasyaratkan adanya tanggung jawab pidana secara individual, dan
menuntut tindakan yang tidak diperbolehkan di bawah hukum internasional yang dapat
diterapkan secara umum, sebagaimana diakui oleh sistem-sistem hukum utama di dunia
ini.

Tanggung jawab pidana individu dalam hukum internasional, bahwa munculnya
tanggungjawab pidana individu secara langsung di bawah hukum internasional menandai
bersatunya sejumlah unsur hukum internhasional dengan pendekatan yang lebih modern
menuju hukum hak asasi kemanusiaan, dan melibarkan pertimbangan mekanisme
penegakan di domestik maupun internasional. Jika dikaitkan dengan perkembangan
hukum internasional berkaitan dengan subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban
atas pelanggaran hukum internasional umumnya Khususnya Statuta Roma 1998. individu
dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai pejabat pelanggar hak-hak asasi manusia.
Hal ini berarti bahwa Abu Bakar Al-Baghdadi Selaku Pemimpin Islamic State Of Irag And
Syria, dapat dimintakan pertanggungjawaban secara individu atas tindakannya melanggar
Statuta Roma 1998 tersebut.

Tanggung jawab pidana individu secara internasional terjadi jika melakukan
serangan yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil dalam konteks unsur-
unsur tersebut dipahami untuk memaknai suatu cara bertindak yang melibatkan perbuatan-
perbuatan berganda dari tindakan yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma
1998 terhadap sekelompok penduduk sipil, mengikuti atau sebagai kelanjutan dari
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kebijakan suatu Negara atau organisasi untuk melakukan serangan seperti itu.

Perbuatan-perbuatan tersebut tidak perlu merupakan suatu serangan militer atau
bagian dari serangan militer. Ini dipahami bahwa "kebijakan melakukan serangan
semacam itu' mempersyaratkan bahwa Negara atau organisasi tersebut secara aktif
mempromosikan atau mendorong timbulnya serangan semacam itu terahadap sekelompok
penduduk sipil. Korban kekejaman ISIS tidak hanya pemusnahan suku sebagaimana
awalnya, melainkan saat ini telah meluas termasuk pembunuhan, pemerkosaan warga sipil
termasuk anak-anak yang diperlakukan tidal sebagaimana layaknya pembunuhan karena
harus dikubur hidup-hidup. Perusakan fasilitas umum, peninggalan sejarah dan lain
sebagainya.

Berdasarkan uraian dan pembahasan berkaitan dengan tindakan Abu Bakar al-
Baghdadi selaku pemimpin ISIS yang melakukan kejahatan kemanusiaan sebagaimana
Statuta Roma 1998 dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum internasional.
ISIS meskipun bukan negara yang awalnya menurut hukum internasional hanya negara
yang diakui sebagai subyek hukum internasional, ISIS termasuk suatu organisasi yang
memenuhi persyaratan sebagai pemberontak yang diakui oleh hukum internasional, karena
telah memenuhi persyaratan sebagai pemberontak internasional/kaum belligerensi.

Persyaratan tersebut terorganisasikan secara rapi dan teratur di bawah pemimpinnya
yang jelas menggunakan tanda pen genal yang jelas menunjukkan identitasnya telah
menguasai sebagian wilayah secara efektif sehingga benar-benar wilayah itu berada di
bawah kekuasaannya, mendapat dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya itu.
Oleh sebab itu yang pada awalnya hanya negara yang dapat dimintakan
pertanggungjawaban dalam hukum internasional, pada perkembangannya individu juga
dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka kesimpulan dalam penulisan ini ialah
ISIS di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi telah melakukan tindakan kejahatan
kemanusiaan diatur dalam Statuta Roma 1998, sehingga dapat dimintakan
pertanggungjawaban atas pelanggaran kejahatan kemanusiaan. Hal tersebut disebabkan
karena beberapa alasan seperti: Pertama, ISIS termasuk salah satu organisasi yang
memenuhi persyaratan sebagai pemberontak yang diakui oleh hukum internasional, karena
telah memenuhi persyaratan sebagai pemberontak internasional/kaum belligerensi. Kedua,
Persyaratan tersebut adalah terorganisasikan secara rapi dan teratur di bawah
pemimpinnya yang jelas dibuktikan dengan menggunakan tanda pengenal yang jelas serta
menunjukkan identitasnya, dan didukung adanya penguasaan sebagian wilayah secara
efektif sehingga benar-benar wilayah itu berada di bawah kekuasaannya hingga mendapat
dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya itu.
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